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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Negara dapat melaksanakan hubungan hukum internasional yang dimana 

kemampuan dari subjek hukum internasional ini dapat berguna baik antar bangsa 

maupun dengan subjek hukum internasional sebagainya yang juga termasuk 

dalam aspek kehidupan bermasyarakat global. Sebagai konsekuensinya, maka 

negara memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan 

hukum internasional dibanding dengan subjek hukum intenasional lainnya. 1 

Perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional dapat membuat 

dimensi yang baru dimana menimbulkan suatu ketentuan sebagai pelaksanaan di 

hukum internasional yang berupa konvensi-konvensi internasional. Dimana 

ketentuan dari konvensi-konvensi inilah yang nantinya dapat menjadi dasar bagi 

negara-negara di dunia untuk menjalankan hubungannya dengan negara lain. 

Negara bisa disebut menjadi suatu subjek hukum internasional apabila kita 

mengacu ke Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) tentang hak dan 

kewajiban negara (The Convention on Rights and Duties of State) tahun 1993, 

berbunyi : 

 

 

 
 

1Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Komtemporer, Refika 

Aditama, Bandung 2006, hal. 10. 
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“The state as a person of international law should progress the following 

qualification : 

(a) permanent population; 

 
(b) defined territory; 

 
(c) government; and 

 
(d) capacity to enter the relations with other states.” 2 

 
Sejak berdirinya negara-negara yang berdaulat, sarana komunikasi pejabat 

negara dibangun melalui jalur diplomasi, termasuk dalam rangka untuk 

mengadakan hubungan dan melakukan perundingan antar negara yang dilakukan 

oleh kepala negara. Dalam hal ini, setiap negara biasanya membuka hubungan 

diplomatik dengan negara lain dan menunjuk perwakilannya untuk ditetapkan di 

sana guna menjembatani hubungan di antara kedua negara tersebut. Di negara 

penerima, para perwakilan diplomatik ini harus melakukan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh kedua negara yang bersangkutan. 

Tugas, fungsi serta peranan masing-masing dari pemerintah Indonesia 

sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia maka pemerintah Indonesia dengan ini bermaksud 

untuk tercapainya kepentingan nasional (National Interest) dan diwujudkannya 

 

 

2Article 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 
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tujuan nasional (National Goal) yang dimana hal ini diharapkan dapat dicapai 

dalam menjalankan sistem pemerintahan oleh pemerintah Indonesia.3 

Terdapat fungsi dari pemerintahan yang pada umumnya seperti 

perlindungan masyarakat, pengaturan masyarakat, penyediaan pelayanan umum, 

serta pembangunan dan pengembangan.4 Pemerintah juga memiliki tugas dan 

kewajiban yang meliputi dari pembuatan regulasi terkait pelayanan umum, 

tercapainya masyarakat yang tentram dan tertib, pengembangan sumber daya 

produktif, melestarikan nilai sosio-kultural, persatuan dan kesatuan nasional, 

mengembangkan kehidupan yang berdemokrasi, tercapainya pemerataan supaya 

terpenuhinya keadilan, melestarikan lingkuhan hidup, ditegakkan dan 

diterapkannya peraturan perundangan, menyelenggarakan pembangunan 

masyarakat Indonesia, dan berdasarkan Pancasila untuk perkembangan dari 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta melindungi tegaknya, kelestarian 

serta keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.5 

Tak lupa bahwa melindungi warga negaranya merupakan salah satu tugas 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah kita.6 Selain melindungi warga yang ada 

didalam negeri pemerintah Republik Indonesia juga harus melindungi Warga 

Negara Indonesia yang ada diluar negeri.Dalam menjalin kerjasama dengan 

negara-negara lain, pemerintah memilikiwakil yang dimana wakil ini ditunjuk 

sebagai perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia yang bertempat di 

 

3Tujuan Pemerintah RI terdapat dalam alenia 4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. 
4Dikutip darihttp://202.46.68.53/idm/buku/to_Pak_Masrur.docKebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan umum oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Dr. 

Sodjuangon Situmorang, M.Si. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020. 
5Ibid. 
6Terkutip dalam Pasal 28D ayat (4) UUD RI tahun 1945 

http://202.46.68.53/idm/buku/to_Pak_Masrur.doc
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berbagai negara-negara tersebut. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Pemerintah 

Republik Indonesia merupakan salah satu perwakilan Republik Indonesia yang 

bertugas untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. 

Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 19617 ialah 

berfungsi sebagai perwakilan dari negara pengirim ke negara penerima, menjaga 

batas yang diizinkan hukum internasional dalam menjaga kepentingan warga 

negara pengirim di negara penerima, membuat kesetujuan antara negara pengirim 

dan penerima, menginfokan keadaan serta perkembangan dari negara penerima 

sesuai undang-undang berlaku dan memberitahukan kepada pemerintahan negara 

pengirim, serta menjaga hubungan harmonis antar kedua negara.8 

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) telah menjelaskan jika“Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum”dari penjelasan tersebut maka sudah jelas 

bahwa warga negara Indonesia dimanapun mereka berdiri disuatu wilayah negara 

tertentu atau bertempat disuatu wilayah negara tertentu maka mereka berhak atas 

perlindungan yang diberikan oleh negara Indonesia karena perlindungan tersebut 

merupakan hak bagi mereka. Oleh karena itu, dengan dilakukannya perlindungan 

WNI tersebut, maka negara tidak hanya melaksanakan kewajibannya tetapi juga 

telah mencapai hak asasi manusia bagi warga negaranya. 

Warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara kemanapun 

dia pergi dan di belahan dunia manapun dia berada karena warga negara memiliki 

 

7Konvensi Wina 1961 ialah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai hubungan 

diplomatik antar negara. 
8Ibid, hal.1. 
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salah satu hak warga negara dari perlindungan tersebut yang diejawantahkan 

dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal28Dayat(1)berbunyi “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka dari itu jika tercapainya 

pelindungan terhadap WNI tersebut maka negara bukan hanya mencapai 

kewajibannya tetapi terpenuhinya juga hak asasi manusia dari WNI tersebut. 

Setiap orang yang menduduki suatu wilayah tertentu disuatu negara, pada 

dasarnya memiliki kewajiban untuk mentaati nilai dan peraturan yang 

diberlakukan di wilayah tersebut.9 Tetapi, dalam hal ini apabila warga negara 

asing mematuhi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di negara dia berada, 

mereka juga tetap mendapatkan pelindungan dari asal negaranya. 10 

Negara-negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak 

dapat dilanggar dan harus dipatuhi oleh warga negaranya, begitupun juga bagi 

warga negara lain yang sedang menetap di negara tersebut harus mentaati dan 

tidak dapat dilanggar . Hal itulah yang menyebabkan tidak mudahnya negara lain 

melakukan interaksi terhadap warga negaranya apabila terjadi permasalahan yang 

mengharuskan negara asal memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang 

sedang menetap di negaranya, meskipun dalam hal tersebut upaya perlindungan. 

Data statistik Kementerian Luang Negeri telah mendata kurang lebih 

sejumlah empat juta warga negara Indonesia berada diluar negeri. Penyaluran 

9B Sen, A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice, (The Hague: 

Martinus Nijhoff, 1965), hal. 279. 
10L Oppenheim, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, (London: Longmans, 

1967), hal. 686. 
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WNI terfokus pada wilayah daratan Asia sebesar 60-80% yang diantaranya 

sebagai Tenaga Kerja Indonesia selebihnya tenaga professional, pelajar, Anak 

Buah Kapal (ABK) serta Warga Negara Indonesia yang lain. Kehadiran Warga 

Negara Indonesia di luar negeri diwajibkanuntuk aktif dengan masyarakat negara 

tersebut dalam berinteraksi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, 

hukum dan kehidupan sosial bermasyarakat. 

Peningkatan angka terkait proses hukum yang terjadi disejumlah WNI 

yang berada diluar negeri sangat memperihatinkan. Kementrian Luar Negeri 

Republik Indonesia mendata sebanyak 4415 WNI yang dijatuhkan hukuman 

penjara diluar negeri, yang pada umumnya terkasus di Malaysia terkait pelanggar 

imigrasi dan pekelahian, tercatat sebanyak 283 WNI tertahan di Australia terkait 

penyelundupan manusia(people smugling), kasus imigrasi, serta narkotika. Tak 

hanya itu, sebanyak 40 WNI yang masing-masing bertempat di negara seperti 

Thailand, Brunei dan Filipina mempidanakan WNI terkait dalamjerat hukuman di 

negaratersebut. 

Kebalikannya, terdapat banyak Warga Negara Asing (WNA) juga yang 

terseret dalam jerat hukuman di Indonesia. Direktorat Jenderal Permasyarakatan 

mencatat pertanggal 1 Maret 2013 terdapat 682 WNA yang terseret dalam kasus 

hukum. Sebanyak 144 narapidana WNA dari Malaysia, diamana banyak WNA 

melakukan kasus yang memiliki keterkaitan mereka terhadap tindak pidana 

narkotika. 
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Melihat banyaknya WNAterjatuh dalam jeratan hukum di Indonesia, tidak 

sedikit negara-negara lain pun melakukan penegasan mengenai penawaran kerja 

sama dengan Indonesia perihal pemindahan warga negara mereka yang 

dipidanakan di Indonesia supaya dilaksanakan hukuman dinegara sendiri. Hukum 

Internasional memperkenalkan Istilah Transfer of Sentenced Person atau 

pemindahan terhukum antarnegara. Keadaan demikian telah dilakukan peawaran 

beberapa negara antaranya Malaysia, Filipina, Thailand, India, Australia, China, 

Hongkong, Brasil, Perancis, Rumania, Bulgaria, Inggris, Nigeria, Suriah, dan Iran. 

Berdasarkan alasan kemanusiaan usulan tersebut dapat dimaklumi dan 

diajukan karena didalam pelaksanaanya ditemukan persoalan yang dapat 

mepersulit tercapainya tujuan pemidanaan seperti perbedaan bahasa, budaya, 

kepercayaan, adat dan kebiasaan. Proses reintegrasi sosial dari pelaku kejahatan 

dapat dijalankan jauh lebih mudah jika pelaku kejahatan tersebut melaksanakan 

pidana dimana negaranya berasal. Tak hanya itu, dibandingkan ia menjalankan 

hukuman di negara lain lebih baik jika dijalankan hukumannya di negara sendiri 

maka narapidana tersebut dapat menjadi dekat bersama lingkungan sosial 

budayanya yang diharapkan kedepannya akan berpengaruh lebih baik lagi 

terhadap perkembangan fisik dan mentalnya. 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 

Pemasyarakatan) belum memiliki peraturan mengenai pemindahan narapidana 

antarnegara tetapi di Undang Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai 

peraturan pemindahan narapidana antar lembaga, yang menyebabkan Indonesia 
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tidak memiliki dasar hukum apabila hendak membuat perjanjian pemindahan 

narapidana antarnegara. 

Hukum internasional mengatakan jika negara haruslah bertanggung 

jawabdalamhal perlindungan warga negara yang tinggal diluar negeri. Diplomatic 

Protectionmerupakan sebutan untuk negara yang memberikan perlindungan 

diplomasi kepada warganya yang berada diluar negeri.Secara konsep, diplomatic 

protection adalah “action taken by a state against another state in respect of 

injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful 

act or omission attributable to the latter state”.11 

Dalam hal ini, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

perlindungan diplomatik seperti yang di sebutkan seorang Profesor ternama Craig 

Forcese,yaitu :12 

1. An International wrong 

 

2. Exhaustion Local Remedies 

 

3. Link of Nationality 

 
Dari pendapat Craig Forcese tersebut kita dapat mengetahui bila perlindungan 

diplomatik warga negara yang berada diluar negeri yang diberikan oleh 

negaranya jika : 

a. Dalam hal ini negara pengirimmemiliki kewajiban untuk melindungi 

warga negaranya yang berada diluar negeri apabila terdapat warga 

 

11Forcese, Craig. The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 

‘War on Terror’. European Journal of International Law. Vol. 17, No. 2. Hal. 374-375. 
12Ibid., hal. 375-384. 
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negaranya melanggar hukum internasional.Dalam hal ini jika pelanggaran 

hukum internasional dikaitkan dengan masalah perlindungan diplomatik 

maka dapat mengarah kepada Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang 

Hubungan Diplomatik yang mengatakan,“protecting in thereceivingstate 

the interests of the sending state and its nationals, within the limits 

permitted byinternational law”13 

b. Apabila warga negara asing yang mengalami pelanggaran hukum 

internasional yang dilakukan negara penerima maka warga negara asing 

tersebut dapat mengajukan penuntutan dengan syarat harus menempuh 

jalur hukum lokal terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan ke 

Mahkamah Internasional. 

c. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan oleh negara dari warga negara 

asing yang mendapat kerugian. Artinya perlindungan diplomatik tersebut 

dapat diberikan ke warga negaranya yang mengalami tindakan 

pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.Hal ini tertuang di Pasal 

3 ayat(1) the International Law Commission Draft Articles on 

Diplomatic Protection 2006 (United Nations 2006) yang menyatakan 

bahwa: “The state entitled to exercise diplomatic protection is the 

State nationalit”. Pasal lain mengatakan berikut, “for the purposes of 

diplomatic protection of natural persons, a state of nationality means a 

state whose nationality the individual sought to be protected has 

acquired, descent, succession of states, naturalization or in any other 

 
 

13 Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 
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manner, not inconsistent with international law.”14Artinya 

kewarganegaraan asli seseorang bisa didapatkan dari kelahiran, keturunan, 

suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lain yang tak bertentangan dari 

hukum internasional. 

Dalam mengatur hubungan konsuler antarnegara tentunya Konvensi Wina 

196315menjadi acuan dalam konteks hukum internasional.Tak hanya menyediakan 

mekanisme pemberian bantuan konsuler tetapi konvensi ini juga menyediakan 

fasilitas bagi negara-negara untuk membantu warga negaranya yang 

membutuhkan perlindungan. Supaya setiap negara mendapatkanlindungan atas 

hak-hak dan perlakuan yang adil, konvensi ini memberikan kewajiban kepada 

negara supaya memiliki atau menunjuk pengacara yang sesuai untuk warganya 

yang sedang berhadapan dengan persidangan. 

Sesuai yang tertuang dalam Konvensi Wina 1963, konsuler memiliki salah 

satu fungsi yaitu :16 

a. “Protecting in the receiving State the interests of the sending State and 

of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the 

limits permitted by international law”. 

(Menjagakepentingan negara pengirim di negara penerima dan para 

warganegaranya serta badan–badan hukum yang ada di negara penerima, 

di dalam batas yang diperbolehkan hukum internasional). 

 

14International Law Comission, Draft Articles on Diplomatic Protection, 2001. 

 
15Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. 
16 Lihat Pasal 5(1) dan (3) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler 
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b. “Helping and assisting nationals, both individuals and bodies 

corporate, of the sending State” 

(Memberikan pertolongan serta bantuan kepada para warganegara dan 

badan–badan hukum dari negara pengirim). 

Negara-negara memiliki hak untuk mengatasi kasus hukum melalui jalur 

diplomasi yang di luar proses hukum yang berjalan. Mekanisme konsultasi 

konsuler merupakan salah satu jalu diplomasi yang bisa digunakan dalam 

menyelesaikan kasus hukum dengan negara dimana warga tersebut menjalankan 

prosesnya hukum. Perlu diingat, bahwa supremasi hukum dari negara tersebut 

haruslah dihormatimaka dari itu negara lain tidak bisaikut campur tangan dalam 

proses persidangan yang sedang berjalan di sebuah negara . 

Berkaitan dengan pemberian perlindungan bagi warga negaranya, hampir 

dapat dipastikan bahwa semua pemerintah memiliki suatu kebijakan dasar 

mengenai perlindungan warga negaranya yang berada di luar negeri. Pada 

umumnya kebijakantersebut memiliki satu kesamaan, yaitu melindungi 

keselamatan dan keamanan para warga negaranya diluar negeri. 

Seiring atas kewajiban melindungi Warga Negara Indonesiayang telah 

terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang DasarTahun 1945 Alinea IV dan UU 

No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pelindungan dan bantuan 

hukum bagi WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Mentri Luar 

Negeri, melalui Keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2001/01 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, telah mendirikan Direktorat 
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Perlindungan WNI dan BHI, dimana perlindungan dan bantuan hukum terhadap 

WNI dan BHI merupakan tugas dari direktorat ini yang dimana juga sebagai 

wadah penangananpermasalahanstandar serta kebijakan teknis dari perlindungan 

dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI. 17 

Sejalan dengan itu Kementerian Luar Negeri juga tengah menjalankan 

beberapa peralihan ke dalam hal penekanan bagi diplomat-diplomat Indonesia 

untuk ada dalam kondisi apa saja terkait perlindungan WNI dan para wakil 

Indonesia di luar negeri agar menjadi tempat yang ramah untuk masyarakat 

Indonesia disana. Meskipun, pada kenyataannya memberikan pelindungan perlu 

diamat secara tepat mengingatdampak yang dihadap diplomat merupakan 

berhubungan dengan kedaulatannegara-negara dan hukum internasional yang 

berlaku. Di sisi lain, dalam pemberian perlindungan terhadap kasus-kasus diluar 

hubungan bilateral, ekonomi, politik, dan sosbud Indonesia pemerintah sendiri 

tidak mempersiapkan perhitungan anggaran dalam perlindungan tersebut. 

Pemahaman dan kerja sama dari masyarakat Indonesia terkait hak dan 

kewajibannya tentang pelaksanaan fungsi perlindungan akan terlaksana dengan 

sangat mudah, kendatipun fungsi perlindungan berada ditangan pemerintah. TKI 

biasanya keluar negeri bermaksud untuk mencari mata pencaharian, sedangkan 

WNI non-TKI biasanya keluar negeri telah menyiapkan dengan matang dan 

didukung dengan faktor ekonomi yang cukup. Biasanya WNI yang bukan TKI 

jika berpergian keluar negeri jarang banyak membuat masalah dibanding dengan 

 
 

17Ferry Adamhar, “Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri”, 

Indonesian Journal of International Law, Vol.2, No.4, Edisi: Juli 2005, hal. 695, et seq. 
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TKI. Latar belakang pendidikan dan ekonomi dari WNI yang ke luar negeriinilah 

yang menjadi alasan banyak menimbulkan masalah terutama TKI. 

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa Direktorat Perlindungan 

WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan pada konteks 

yudisial dan ini dapat memakan bujet yang cukup besar. Perlu ditegaskan disini 

terkait bentuk pelindungan yang diberi ialah bantuan hukum, repatriasi, deportasi, 

kehilangan orang dan sebagaimana lainnya.18Direktorat Perlindungan WNI dan 

BHI bekerjasama dengan instansi-instansimengenaipemberian bantuan hukum ini 

untuk mencari prosedur pemecahan yang nantinya disampaikan kepada 

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri terkait persoalan atau 

kasus yang dihadapi. 

Harus diakui usaha perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan 

Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia masih pada babak awal, dan 

dirasakan masih belum optimal. Kendala yang dihadapi saat ini ialah kendala 

finansial dalam hal penyediaan tenaga pengacara setempat, di samping keuangan 

yang masih dianggap kurang untuk biaya operasional yang dikeluarkan sehingga 

dapat menerima WNI yang bermasalah di KBRI serta beberapa faktor kendala 

lain. Bukan hanya itu, pergerakan dariwakil pemerintah juga dihambat oleh 

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler beserta Optional Protocol- 

nya,19antara lain dalam pasal 5 jo pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang 

 

 

 
 

18Ibid., hal., 697. 
19Konvensi ini kemudian diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1982. 
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Hubungan Diplomatik mengenai fungsi perwakilan negara asing 

untukmenghormati kedaulatan dan kekuasaan negara tuan rumah.20 

Yang menjadi objek perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam 

hal ini Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia adalah melindungi WNI di luar negeri meliputi :21 

 TKI, Mahasiswa, Profesional, 

 
 Bisnisman/Wiraswasta, Turis, 

 
 Rohaniawan/Misionaris, dan lain-lainnya. 

 
Sedangkan perlindungan BHI di luar negeri meliputi : 

 
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 
 Perseroan Terbatas, dan 

 
 Perusahaan-perusahaan seperti Joint Venture milik Indonesia yang 

membentuk cabang di negara lain. 

Pemerintah Republik Indonesia telah nembentuk perjanjian bilateral dan 

multilateral dengan negara lain demi mendapatkan payung hukum terkait 

penyelesaian perkara tindak pidana. Kerjasama Indonesia dan negara asing pun 

 

 

 

 

 

 

20Syahmin AK, Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Study Analitis, Edisi Baru, Penerbit: 

PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta, Januari 2006, hal., 296, et.seq., 
21Bagian Ke VI, Pasal 943 KEPMENLU RI NOMOR 053/OT/II/2001/01 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. 
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telah dibentuk pemerintah Republik Indonesiayang dimana telah diatur melalui 

perjanjian-perjanjiansebagai berikut : 22 

1. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian AntaraRepublik 

Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 

Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On 

Mutual Assistance In Criminal Matters);23 

2. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik 

Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal 

Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia 

And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In 

Criminal Matters);24 

3. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal 

Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal 

BalikDalam Masalah Pidana).25 

Dalam hal ini, salah satu kasus yang dapat dibahas ialah kasus yang 

dialami oleh WNI di negara Malaysia, yang bernama Siti Aisyah.Siti Aisyah 

adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang muncul secara mendadak 

setelah terkuaknya kasus pembunuhan Kim Jong-nam, yang merupakan kakak tiri 

22 Kevin Wurangian, Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Dengan 
Negara Lain Menurut Undang-Undang No. 1 Tahuun 2006, Vol. III, No. 1, Edisi: Januari-Maret 
2014, hal. 43. 

23 UU No. 1/1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan 

Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah ditetapkan pada 27 

Januari 1999. 
24UU No. 8/2006 tentangPengesahan Perjanjian antara RepublikIndonesia Dan Republik 

Rakyat ChinaMengenai Bantuan HukumTimbal BalikDalam Masalah Pidana telah ditetapkan pada 

18 April 2006. 
25 UU No. 15/2008tentang Pengesahan Treaty On MutualLegal Assistance In Criminal 

Matters ditetapkan pada 30 April 2008. 
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dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Siti Aisyah diduga menjadi pelaku 

pembunuhan bersama wanita asal Vietnam dan pria asal Malaysia. Siti Aisyah 

dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Jong-Nam menggunakan racun 

disaatkondisi keramaian di Bandara Internasional Kuala (KLIA) pada 13 Februari 

2017. Siti Aisyah bersama rekannya yang termasuk dalam perencanaan 

pembunuhan tersebut didakwa pembunuhan dalam Pasal 302 Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana Malaysia. Jika diputuskan bersalah, maka mereka 

terancam dengan hukuman mati yang merupakan hukuman maksimal yakni 

dengan cara digantung. 

Perwakilan pemerintah Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia berbincang bersama Menteri Luar Negeri Malaysia pada 18 Februari 

2017 dan tegas untuk meminta Indonesia atas mendapatkan akses konsuler bagi 

Siti Aisyah. Dalam hal ini pada Pasal 19 ayat bUU. No. 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri, Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan bagi 

WNI diluar negeri. Dalammenjalankan amanat UU tersebut, pemerintah Indonesia 

tak hanya menugaskan perwakilan Indonesia di luar negeri tetapi juga 

menugaskan perwakilan konsuler di berbagai negara yang ada di dunia. 

Jalur diplomasi bersifat dinamis. Apapun dapat terjadi bila permintaan 

para pihak berkehendak untuk mendapatkan kesepakatan. Dari jalur diplomasi, 

putusan Siti Aisyah yang terancam hukuman mati masih memberikan kesempatan 

negoisasi. Akan tetapi tidak semudah yang diharapkan karena hal ini bergantung 

pada pemerintahan Malaysia yang menganggap kasus Siti Aisyah ini disana. Pada 

dasarnya, semua tergantung kepada itikad baik yakni negosiasi antara pemerintah 
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Malaysia dan Indonesia. Satu-satunya langkah yang dapat ditempuh untuk 

memberi perlindungan bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri 

ialah melalui jalur diplomasi. Pada akhirnya nasib Siti Aisyah akan ditentukan 

sesuai dengan kualitashubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat tema 

skripsi dengan judul “ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS: 

SITI AISYAH DALAM KASUS PEMBUNUHAN KIM JONG-NAM)”. 

 

 
 

B. Rumusan Masalah : 

 
Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah yang dapat 

dikaji dalam penelitian ini, yakni : 

1. Apa tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap Siti 

Aisyah yang melakukan tindak pidana di Malaysia ? 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk : 
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1. Memahami tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri; dan 

2. Memahami bagaimana Negara melindungi dan memberikan perlindungan 

hukum terhadap Siti Aisyah yang melakukan tindak pidana di Malaysia 

 

 
 

D. Kerangka Teori 

 
Kerangka teori adalah hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. 

Kerangka teori harus berdasarkan teori-teori asal / ground theory. Teori-teori 

tersebut berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya 

ilmiah. 

1. Teori An International wrong, bahwa suatu negara pengirim mempunyai 

kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya 

diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang 

dilakukan oleh warganegara tersebut. 

2. Teori Exhaustion Local Remedies, yaitu perlindungan diplomatik suatu 

negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk 

melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila 

warga negara tersebut telah menempuh upaya hokum lokal di negara 

penerima. 

3. Teori Link of Nationality, yaitu perlindungan diplomatik yang hanya 

dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan 

pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. 
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E. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian ini disesuaikan dengan objek ilmu yang akan diteliti. Maka 

dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis 

normatif. Pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian 

ini berobjek pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun tidak 

tertulis. Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar meliputi penelitian 

terhadap asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap 

sinkronisasi hukum; penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian 

terhadap sejarah hukum. 

2. Pendekatan 

 
Penelitiain ini memakai pendekatan yuridis-normatif, yaitu mengkaji data 

sekunder berupa konvensi-konvemsi international mengenai hubugan diplomatik 

dan hubungan konsuler serta perundang-undangan nasional Indonesia yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 

3. Bahan Penelitian 

 
Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. 



20 
 

 

 

 

 

 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari 

Konvensi-konvensi Internasional mengenai hubungan diplomatik dan hubungan 

konsuler serta Perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai kedudukan bahan hukum primer, yang meliputi literatur, hasil 

penelitiankarya ilmiah, artikel serta ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya 

dalam penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan 

hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, koran, dan jurnal ilmiah yang relevan 

dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

 
Penelitian didapat melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku, hasil 

penelitian yang bersifat normatif tentang permasalahan yang akan dibahas. 

5. Analisis Data 

 
Sebagai suatu usaha mendeskripsikan data dan informasi mengenai obyek 

penelitian yang diperoleh dari kajian teoritis. Penulis mencoba mengklasifikasikan 

dan menafsirkan serta menguraikan semua data dan informasi yang telah berhasil 

dikumpulkan itu melalui pendekatan Studi Komparatif, serta berusaha untuk 
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memaparkannya secara deskriptif analitis sepenuhnya berdasarkan logika, dan 

hasil analisisnya akan berupa kesimpulan yang bersifat kualitatif. Sehingga hasil 

pengkajiannya dapat menyelesaikan atau menjawab permasalahan di atas. 
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